BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Para Pihak Dalam Sengketa Atas Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

Antara PT Argo Sarimas Indonesia dengan Masyarakat Tani di

Kecamatan Kempas Kabupaten Tembilahan Riau

1. Para pihak

Pihak pertama:

a. Pihak Pemilik Lahan yaitu Pengelola Koperasi Cita Harapan beserta

masyarakat diantaranya:

1.
2.

3.

7.
8.

9.

H. Muhammad Aris
Samurt / Tukirin

H. Salim

Daming

Marzuki

Sutomo

Salimin

Habib

H. Kurdi

10. Hamzah
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3. Tuan Maslan
Kedua belah pihak tersebut adalah para pihak yang bersengketa dalam

perjanjian pembangunan perkebunan Kelapa Sawit.

2. Bentuk kerjasama Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT Agro
Sarimas Indonesia dengan Masyarakat Tani serta pihak Koperasi Cita
Harapan

Awal mula dalam bentuk kerja sama terjadi pada tanggal 31-Juli
Tahun 2003 terjadi kerjasama antara Pihak Koperasi Cita Harapan beserta
masyarakat dengan pihak PT Agro Sarimas Indonesia yang berada di
Kecamatan Kempas Kabupaten Tembilahan Riau.

Kegiatan kerjasama yang dilakukan antar alain adalah:
a. Pengelolaan perkebunan seluas kurang lebih 18.500 Ha
b. Perjanjian bagi hasil antara pihak PT Agro Sarimas Indonesia
dengan masyarakat beserta pihak Koperasi Cita Harapan
c. Melakukan kesepakatan setelah perkebunan memiliki hasil.

Dengan adanya perjanjian kerjasama diatas, maka Pihak Pertama yaitu
masyarakat beserta pihak Koperasi Cita Harapan melakukan penyerahan
tanah seluas 18.500 Ha kepada pihak PT Agro Sarimas Indonesia selaku
pengelolah perkebunan dengan ketentuan bagi hasil setelah perkebunan

memiliki hasil.”

oy et A e AT SEEEE A AT SIS TRTITIIAY VTS AT ORI A o T AN Tl 1IN0 WY



5t

Maka terjadilah kesepakan yang berisi bahwa pihak pertama dan pihak
kedua sepakat untuk menyetujui garapan perkebunan kelapa sawit atau
lahan garapan yang nantinya akan dikuasai oleh pihak Koperasi Cita
Harapan sebesar 40% atau kurang lebih 7.400 Ha dari total lnas lahan
18,500 Ha untuk pembangunan perkebunan kelapas sawit dan beberapa
sarana dan prsarana termasuk pabrik kelapa sawit dan fasilitas lainya.

Ketentuan bagi hasil tersebut akan dilakukan pada waktu perkebunan
sudah memiliki hasil. Sisa tanah setelah diambil oleh pengurus kopersai
Cita harapan beserta masyarakat seluas 1.100 Ha dan sisanya 1.700 Ha
akan diserahkan kepada pihak kedua, yaitu PT Agro Sarimas Indonesia

untuk dibangun perkebunan kelapa sawit dan prasarana lainya.

. Lingkup Kerjasama

Pihak pertama sepakat untuk menyerahkan lahan garapan (tanah
negara yang diperoleh berdasarkan izin mebuka parit dari perangkat desa
yang diketahui oleh camat secara sah) beserta penyerahan kebun-kebun tua
atan tidak produktif lagi dari Koperasi Cita Harapan seluas 18.500 Ha
kepada pihak kedua untuk dibangun kebun kelapa sawit plasma milik
anggota Kopersai Cita Harapan seluas 10. 000 Ha yang diperuntukan bagi
seluruh aﬁggota koperasi, dan sarana dan prasarana jalan kebun lainya
yang akan dimiliki oleh pihak periama seluas 1.100 Ha dengan sumber
dana dipinjamkan dari Bank dan akan dibayar kembali dari hasil kebun,
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memiliki lahan seluas 7.400 Ha yang akan diserahkan kepada pihak PT
Agro Sarimas Indonesia dengan ketentuan akan dijadikan pembangunan

kelapas sawit beserta sarana dan prasarana lainya.

. Objek Sengketa Atas Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT
Argo Sarimas Indonesia dengan Masyarakat Tani di Kecamatan Kempas
Kabupaten Tembilahan Riau
Yang menjadi objek dalam sengketa adalah:

Seluruh Tanah perkebunan seluas: 18.500, ha, yang terdiri dari:

a. Tanah yang dikuasai anggota koperasi seluas : 7.400ha
b. Tanah Pola Kemitraan seluas : 10.000 ha
¢. Untuk sarana dan prasarana seluas : 1.100ha

Luas tanah tersebut diatas adalah merupakan objek terjadinya
sengketa yang sudah dibagi sesuai dengan perjanjian pembangunan
perkebunan antara masyarakat beseria pengurus koperasi Cinta Harapan
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B. Pokok Permasalahan dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit
Antara PT Agro Sarimas Indonesia dengan Masyarakat di Kecamatan
Kempas Kabupaten Tembilahan Riau

Pada dasarnya dalam pokok permasalahannya adalah bahwa pihak PT
Agro Sarimas Indonesia tidak dapat memenuhi pembagian hasil pada lahan
perkebunan yang dikelolahnya terhadap masyarakat.

Sesuai dengan perjanjian pengelolaan perkebunan pada tahun 2003,
bahwa dalam pengelolaan lahan perkebunan seluas 18.500 Ha yang dikelolah
oleh PT akan dibagi hasilnya setelah buah atau hasil dari kelapa sawit dapat
dipanen. .

Pada kenyataannya, setelah beberapa bulan hasil kelapa sawit memiliki
hasil panen, pihak PT belum menyerahkan pembagian hasil dengan alasan
bahwa kelapa sawit masih buah pasir atau buah yang belum produksi.

1. Awal Permasalahan Penyebab Konflik

Melihat bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan yaitu
Pengelola Koperasi Cita Harapan beserta masyarakat dengan Pihak PT
Agro Sarimas Indonesia disebutkan bahwa, rencana yang dimaksud
bermula dari penandatanganan kesepakatan yang dilakukan masyarakat
serta pihak Koperasi Cita Harapan di Kecamatan Kempas Kabupaten
Tembilahan Riau pada tanggal 31 Juli 2003 dengan pihak PT Agro
Sarimas Indonesia guna untuk membuat kesepakan dalam pembangunan

perkebunan kelapa sawit yang nantinya akan dikerjakan PT Agro Sarimas
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Di dalam bentuk perjanjian kerja sama disebutkan, perusahaan
akan membangun kelapa sawit dengan pola plasma seluas 18,500 Ha bagi
warga Kecamatan Kempas Kabupaten Tembilahan Riau, dengan ketentuan
bagi hasil setelah hasil perkebunan kelapa sawit dapat dipanen, dengan
40% lahan akan menjadi milik PT dengan kata lain kurang lebih 7.400 Ha
akan dimiliki pihak PT beserta bangunan dan sarana serta prasarana lainya.

Faktanya, setelah perkebunan kelapa sawit sudah memiliki hasil
namun belum juga ada pembagian hasil bagi warga tani yang sekaligus
sebagat masyarakat pemilik lahan beserta pengurus Koperasi Cita
Harapan. Hal tersebut diatas adalah merupakan bentuk wanprestasi yang
dilakukan oleh pihak PT Agro Sarimas Indonesia.

Schingga warga setempat beserta pihak Pengelola Koperasi
keberatan bahkan masyarakat Tembilahan akan menolak rencana
pembangunan plasma di atas tanah yang sudah mereka serahkan. Mereka
menolak pembukaan perluasan pembangunan kelapa sawit di tanah yang
telah mereka serahkan hak kelolanya kepada PT Aigo Sarimas Indonesia
/wilayah Desa Kempas Kabupaten Tembilahan. Sampai tahun 2010 belum
ada penyelesaian yang jelas dari pihak PT Agro Sarimas Indonesia
maupun pihak Pemerintah Daerah. **

Merujuk Keputusan Menteri Kehutanan No 24/2005 dan PP No
28/2005 tentang mekanisme inti plasma sampai saat ini PT Agro Sarimas

Indonesia belum menyelesaikan kewajibannya terhadap warga Kecamatan
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Kempas Kabupaten Tembilaban Riau. Disebutkan, lahan mereka telah
dibangun perkebunan oleh PT Argo Sarimas Indonesia sejak tahun 2003
dan kini telah menghasilkan TBS atau buah dari hasil perkebunan tersebut,
namun hingga kini belum ada penyelesaian kewajibannya ke masyarakat
Tembilahan itu.

Untuk itu, mereka berharap seluruh instansi terkait baik di pusat.
dan Kabupaten Tembilahan dapat meninjau lahan perkebunan yang ada di
tanah terscbut. Jika hingga dalam waktu dekat ini pernyataan sikap
masyarakat tidak ditanggapi, masyarakat beserta Pengurus Koperasi akan
menghentikan oprasional PT Agro Sarimas Indonesia terhadap
pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.

Ketentuan tersebut adalah merupakan salah-satu penyebab
terjadinya konflik perkebunan kelapa sawit antara masyarakat beserta
Pengurus Koperasi Cita Harapan dengan pihak PT Agro Sarimas
Indonesia.

Pokok permasalahan dalam terjadinya sengketa, akan dapat dilihat dari
keterangan di bawah ini:

(1) Berdasarkan hasil perundingan antata kedua-belah pihak pada

tanggal 31 Juli 2003, lahan yang dimaksud dalam kesepakatan ini

adalah lahan seluas 18.500 hektar berdasarkan peta lampiran

berita acara hasil pemetaan partisipatif arcal yang telah dikelola
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Kecamatan Kempas Kabupaten Tembilahan Riau, yang akan
diserahkan pengelolahanya kepada PT Argo Sarimas Indonesia.”®
(2) Lahan tersebut pada ayat (1) terdiri atas:
a. Lahan berupa kebun kelapa sawit seluas 18.500 hektar.
b. Lahan berupa perkebunan yang merupakan tanaman Kelapa
Sawit
¢. Lahan berupa jalan kebun dan sarana lainya sekitar 1000 Ha
d. Lahan yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan Lahan
adalah lahan berupa kebun kelapa sawit seluas 18.500 hektar

sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Ayat (2a).

PIHAK KESATU mengijinkan PIHAK KEDUA untuk
mengelola lahan kebun kelapa sawit pada Ayat (1) tersebut, seluas

18,500 hektar, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU mengijinkan PIHAK KEDUA untuk
mengelola laban tersebut untuk menjadi kebun inti selama
pembangunan  berlangsung, sctelah kelapa  sawit
membuahkan hasil, maka 60%hasil akan diserabkan kepada

pihak masyarakat.

b. PIHAK KEDUA hanya diijinkan memanfaatkan lahan
tersebut selama satu masa produksi saja, sebagai percobaan

buah kelapa sawit dapat dijual. Setelah masa produksi
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tersebut berakhir, PIHAK KEDUA harus menyerahkan

pemanfaatan lahan kepada PIHAK KESATU, yang terdiri

dari masyarakat dan pengurus Koperasi Cita Harapan.

¢. Ketika masa yang disepakati dalam pengelolaan kelapa sawit
selesai, apabila PIHAK KEDUA akan melanjutkan
pemanfaatannya, maka harus berdasarkan perundingan

kembali dan ijin persetujuan PIHAK KESATU.

Seluas 18.500 hektar lahan scbagaimana tersecbut pada Ayat (1) akan
dikelola oleh PIHAK KESATU sebagai kebun plasma, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Atas pertimbangan pemenuhan baku mutu perkebunan kelapa sawit,
lahan tersebut akan dikelola oleh PIHAK KEDUA selama masa
pembangunan kebun yaitu lima tahun pertama. Jika sebelum masa
pembangunan tersebut berakhir kebun sudah berproduksi, maka

hasilnya menjadi hak PIHAK KESATU.

b. Setelah masa pembangunan kebun berakhir, pemanfaatan kebun
diserahkan kepada Tim Pengelola Kebun Kelapa Sawit (TPKKS) -Desa
Kempas Kabupaten Tembilahan Riau yang telah ditunjuk oleh PIHAK

KESATU.

c. Selama masa pembangunan kebun, biaya yang telah dan akan
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disetujui secara bersama oleh PIHAK KEDUA. Total biaya yang telah
dikeluarkan selama masa pembangunan kebun, akan menjadi
tanggungan kredit yang harus dikembalikan oleh pihak masyarakat serta
pengelolah koperasi Cita Harapan sesuai dengan aturan bank pemberi

kredit.

PIHAK KEDUA wajib membantu dan menjamin TPKKS-Desa Kempas

Kabupaten Tembilahan Riau memperoleh bentuk kredit plasma.

Bentuk Kerjasama Kredit Kebun Plasma akan diatur kemudian oleh
PIHAK KEDUA dan TPKKS atai Koperasi Desa Kempas Kabupaten

Tembilahan Riau serta bank pemberi kredit. *°

2. Pemicu terjadinya konflik dalam kerjasama perkebunan kelapa sawit

Potensi Konflik dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit di Provinsi

Riau khusunya di Kecamatan Kempas Kabupaten Tembilahan Riau

disebabkan oleh:

a.

Belum ditegakkannya perijinan pengelolaan perkebunan kelapa sawit
secara prosedural;

Masih kurangnya pelibatan masyarakat pada proses penentuan
kawasan rencana pengelolaan perkebunan kelapa sawit di-wilayah

tersebut;
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d. Belum optimalnya sinergisitas terkait pengelolaan dan pemanfaatan
usaha perkebunan kelapa sawit (Pemerintah, Pengusaha dan
Masyarakat);

e. Belum berkembangnya dukungan pengusaha terhadap adanya industri
hilir yang memiliki nilai tambah bagi kepentingan daerah;

f. Pelanggaran terhadap perjanian yang dibuat oleh kedua belah pihak
yaitu antara pihak masyarakat beserta pengelola Koperasi Cita

Harapan dengan pihak PT Agro Sarimas Indonesia.

C. Proses Penyelesaian Sengketa Atas Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit
Antara PT Agro Sarimas Indomesia demgam Masyarakat Tani di
Kecamatan Kempas Kabupaten Tembilahan Riau
1. Upaya yang dilakukan dalam Penyelesaian Sengketa
a. Upaya yang Dilakukan oleh Pihak yang Bersengketa

Dalam penyelesaian konflik tanah garapan perkebunan kelapa
sawit sebagai bentuk kerja sama antara pihak masyarakat beserta pengurus
Koperasi Cita Harapan dengan pihak PT Agro Sarimas Indonesia adalah:

a. Melalui cara mediasi, baik melibatkan Pemerintah Kabupaten,

Kecamatan dan Desa yang disatukan untuk musyawarah atas
penyelesaian sengketa perkebunan kelapa sawit.

b. Sedangkan upaya langsung telah dilakukan dengan menemui

Pimpinan PT. Agro Sarimas Indonesia, dengan cara
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vang berdasarkan bentuk kerja sama pada tahin 2003, serta
melalni pemberian sisa tanah seluas 18.500 Ha ya‘xig akan
dibagikan hasilnya 40% atau 7.400 Ha untuk penggarap dan
60% atau kurang lebih 10.600 Ha untuk pemilik lahan
masyarakat beserta pengurus Koperasi Cita Harapan dengan
ketentuan yang telah disepakati para pihak kep;da kedua belah
pihak yang berda di Kecamatan Kempas Kabupaten
Tembilahan Riau untuk dijadikan pertanian plasma, namun
pada kenyataanya , pihak .perusahaan belum menunaikan
seluruhnya.
Sebagai rekomendasi dari penyelesaian sengketa ini adalah:

Bahwa permasalahan tanah antara masyarakat Kempas Kabupaten
Tembilahan Riau dengan pihak PT. Agro Sarimas Indoneisa kedepan
harus dicari akar permasalahanya. Apabila akar permasalahanya adalah
faktor ekonomi, maka penyelesaiannya tidak bisa dari aspek hukum/
ditempuh jalur hukum, namun barus melalui pendekatan yang
mengedepankan aspek ekonomi.

Masyarakat Kempas Kabupaten Tembilahan perlu diperhatikan
untuk mendapatkan prioritas atas pemanfaatan sisa tanah garapan yang
berjumlah 10.600 Ha melalui pengurus Koperasi Cita Harapan untuk
dijadikan pertanian plasma yang akan di manfaatkan oleh masyarakat.

Pihak perusahan harus memberikan bentuk bagi hasil sebagai

LU N [V PEDEGEN [N ISP UGS UGN I, PR —.r X



61

diwilayah tersebut. Ada juga bantuan yang harus dilaksanakan oleh pihak
PT berupa penyediaan bibit kelapa sawit, pupuk, sedang pemeliharaanya
diserahkan kepada masyarakat.

Sementara itu untuk permasatahan hasil buah sebagai salah satu
upaya penyelesaian konflik, maka hasil buah segamya dijual kepada
perusahaan atau PT melalui Koperasi Cita Harapan. Untuk alternatif
kedepan, Pemerintah Kabupaten Tembilahan Riau sebelum memberikan
ijin lokasi dan Hak Guna Usaha kepada para investor, sebaiknya membuat
kesepakatan antara lain:

a. Bahwa penyelesaian tanah dengan masyarakat harus
diselesaikan terlebih dahulu, sebelum penggarapan oleh pihak
perusahaan tau PT dengan melibatkan Camat, Kepala Desa dan
Tokoh Masyarakat atau Tokoh Adat;

b. Agar masyarakat tidak tidak terus terlibat dalam konflik, maka
pembagian atas hasil kerja sama harus jelas, disamping itu,
bahwa masyarakat harus memiliki lahan perkebunan kelapa
sawit diluar areal perkebunan dengan membentuk suatu
kelompok tani, dimana untuk tahap awal ntenggarapnya
(pembersihan lahan) pembibitan dan pemupukanya dibantu
oleh pihak perusahaan atau PT, sedangkan untuk perawatan dan
pemeliharaannya diserahkan kepada kelompok masyarakat tani

(bina desa).”’
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Dalam upaya memberikan kepastian hukum, hak-hak rakyat atas
tanah yang diperoleh secara turun temurun, hendakmya segera dibuat
peraturan pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Pokok
Agraria Tahun 1965, khusunya tentang terjadinya hak milik menurut
hukum.

Ketentuan penyelesaian konflik diatas apabila diperhatikan dan
dilaksanakan dengan seksama, maka akan tercipta jalan penyelesaian yang
diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dengan tidak
mengorbankan salah satu pihak atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu
dasar dari perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit harus
diperhatikan sesuai dengan ketentuan awal sewaktu dibuatnya bentuk
perjanjian kerja sama perkebunan.®

Upaya yang tengah dilakukan oleh berbagai kalangan ini, tentunya
menyimpan misi mulia dan alasannya yang kuat. Barangkali alasan ini
juga lahir dari sebuah akumulasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap
mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan formal “bentukan
negara”.

Saat ini peradilan negara memang lagi diuji, disorot dan mendapat
imege negatif dari masyarakat karena perannya tidak mampu memberikan
rasa keadilan bagi pencari keadilan, khususnya mengenai masalah

sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kempas Kabupaten
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sebuah lembaga penyelesaian sengketa yang adil, terbuka, sederhana,
cepat dan mampu memberikan jaminan Kkepastian hukum bagi
masyarakat.

Bagi masyarakat Kempas Kabupaten Tembilahan Riau, sengketa
yang sering mereka hadapi adalah sengketa perkebunan kelapa sawit baik
yang atas dasar Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna

Usaha (HGU) maupun tanah yang berdasarkan kepemilikan adat.

Keterangan Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perkebunan
Antara Pihak PT Agro Sarimas Indonesia dengan Masyarakat
Kelompok Tani
Dalam keterangan penyelesaian sengketa perkebunan kelapa sawit
antara PT Agro Sarimas Indonesia dengan kelompok tani adalah sebagai
berikut:
Keterangan kedua belah pihak:
a. Pihak PT Argo Sarimas Indonesia
Keterangan dari Direktur PT Agro Sarimas Indonesia menyatakan
bahwa sebenarnya pokok permasalahan dalam sengketa ini belum
selesai dikarenakan pihak PT Agro Sarimas masih menanggung biaya
oprasional, misalnya dalam keterangan PT Agro Sarimas Indonesia
masih adanya biaya ganti rugi peketjaan yang harus dibayarkan kepada

masyarakat yang telah di tanggung oleh PT dalam pengelolaan lahan
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tani telah menerima sejumlah nang ganti rugi tersebut. Maka dari itu
pihak PT secara tidak langsung dapat dikatakan belum memberikan
uang ganti rugi pekerjaan kepada masyarakat atau kelompok tani.
Seperti contoh bahwa biaya yang dibayarkan oleh PT terhadap
masyarakat kelompok tani, sebagai berikut:
1. Samuri/ Tukurin, telah menerima uang dari PT sebesar Rp. 56.
315.000

2. H. Salim, Telah menerima uang dari PT sebesar Rp. 76. 692.
240

3. Marzuki, Telah menerima uang dari PT scbesar Rp. 59. 724.
000.

Pihak PT telah memberikan uang ganti rugi terhadap sejumlah
masyarakat tersebut diatas, akan tetapi tidak diakui oleh masyarakat
kelompok tani, maka petani berhak untuk tidak menyerahkan tanahnya
40% untuk inti. Namun jika terbukti bahwa kelompok tani teldh
menerimia uang dari PT Agro Sarimas Indonesia Kurang lebih
keseéluruhan Rp. 800 juta, maka pihak petani harus menyerahkan
tanabnya 40% untuk inti. Pada faktanya, sesuai dengan keterangan
pihak PT bahwa dana sebesar Rp. 800 Juta itu telah diserahkan kepada
H. M. Haris selaku koordinator kelompok tani dan jika H. M. Haris
terbukti telah menerima uang sebesar Rp. 800 Juta, dan belum

diserabkan kepada pihak masyarakat kelompok tani, maka H. M. Haris
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Bahkan direktur PT Agro Sarimas Indonseia menyatakan bahwad
pihaknya bersedia menerima segala tuntutan yang diajukan oleh pihak
kelompok tani kepada PT Agro Sarimas Indonesia di bawah pimpinan

H. M. Haris selaku koordinator.

b. Pihak Kelompok Tani

Keterangan dari Koordinator kelompok tani bahwa tidak pernah
menerima uang ganti rugi pembiayaan pengelolaan perkebunan,
meskipun ada kwitansi pembayaran uang ganti rugi dari pihak PT. Agro
Sarmas Indonesia. Bahkan sejumlah masyarakat kelompok Tani tidak
mengakui uang ganti rugi dari pihak PT. Argo Sarmas terscbut, maka
kelompok tani tidak berhak untuk menyerahkan lahan sebesar 40%
untuk inti, dan apabila H. M. Haris selaku koordinator menerima uang
maka dia barus menyerahkan lahan untuk inti sebesar 40%.

Bahkan kelompok tani yang bernama Samunmukmn, H. Salim,
Daming, mercka menyatakan tidak menenma uang dari PT Agro
Sarimas Indeonesia dan bertanda tangan diatas materai serta
menyatakan:

a. Pihaknya tidak menerima uang tersebut dari PT Agro Sarimas
Indonesia

b. Yang berhak menerima uang ganti rugi pekerjaan- tersebut
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dikarenakan lahan perkebunan milik kelompok tani tidak
dikurangi 40 % untuk inti |
¢. Yang menanggulangi atau menyediaakan lahan untuk inti 40%
adalah Bapak H. M. Haris untuk mengambilnya dari PT Agro
Sarimas Indonesia

d. Apabila terbukti dari kelompok tani telah menerima uang ganti
rugi dari PT Agro Sarimas Indonesia dan uang tersebut tidak
dierahkan kepada yang berhak Bapak H. M. Haris, sebagai
koordinator kelompok tani, maka kelompok tani bersedia
menyerahkan perkebunan seluas 40% untuk inti.

Dari keterangan tersebut diatas, menyebabkan pihak koordinator
kelompok tani akan mengambil jalur hukum dengan menyampaikan
surat tebusan kepada pihak kepolisian. Akan tetapi tidak menutup
kemungkinan surat tebusan akan disampaikan kepada Ketua DPRD
Kabupaten, Pengadilan Negeri Tembilahan Riau.

Pihak koordinator menyatakan bahwa kasus tersebut diatas akan
ditempuh melalui jalur hukum pidana, dikarenakan apabila ditempuh
melalui penyelesaian secara perdata akan menimbulkan permasalahan
yang memakan waktu lebih la_ma, sementara lahan perkebunan kelapa

sawit dan hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut dikuasai oleh pihak

PT Agro-SarimasIndonesia:
Bahwa pada prinsipnya dalam sengketa perkebunan kelapa sawit
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dalam proses, namun para pihak, khususnya pihak koordonator kelompok
tani akan membawa kasus tersebut ke dalam hukum pidana karena
perusahaan atau PT Sgro Sarimas Indonesia dapat dikatakan melakukan

penipuan terhadap pihak kelompok tani.

3. Mckanisme Penyelesaian Sengketa yang Ditempuh Antara Pihak PT
Agro Sarimas dengan Kelompok Tani
Mekanismenya yang dilakukan para pihak yang bersengketa dapat
secara bebas menunjuk pihak penengah yang indenpenden (netral). Pihak
ini berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa kedua belah yang
disesuaikan dengan materi atan substansi disclesaikan, misalnya:

a. Memberikan kebebasan bagi para pihak yang bersengketa
untuk memilih pihak penegahnya. Apakah dari mediator, atau
menunjuk badan hukum, yang tentunya mercka adaleh orang-
orang yang paham, mengerti dengan konsteks masalah yang
diselesaikan.

b. Tidak ada jaminan pihak penegahnya harus berasal dari pihak
manapun yang ada di wilayah tersebut, bisa saja orang lain
sepanjang mercka dipercayai oleh kedua belah pihak dan
menguasai seluk beluk dan substansi yang disengketakan.

c. Pihak penengah scbagai sarana penyelesaian sengketa harus

murni untuk mencari keadilan dan bukan mencari keuntungan
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Pada prinsipnya adalah rasa keadilan masyarakat salah éatu faktor
utama yang harus didahulukan haknya, menjadi kebutuhan dan menjamin
kepastian hukum para pencari keadilan. #

Inilah yang dikatakan proses penyelesaian sengketa secara cepat,
murah dan sederhaqa. Harapanya sengketa yang terjadi di masyarakat
Kempas Kabupaten Tembilahan Riaun atas kerjasama pembangunan lahan
pertanian kelapa sawit tidak lagi mengalir deras ke Pengadilan Negeri,
tetapi dapat mengurangi menumpukan perkara di pangadilan formal dan
tidak terkatung-katung sedemikian lama tanpa sebuah kepastian.

Hal ini juga dapat menerpa keraguan dan ketidakpastian hukum
dari putusan penyelesaian yang dianggap tidak memiliki kekuatan
eksekusi. Konsep pihak penengah (arbiter/mediator) tidak membutuhkan
kekuatan eksekusi, karena putusannya sedapat mungkin tidak merugikan
para pihak yang Bcrsengketa. Para pihak akan menjalankan putusannya
dengan kesadaran dan kebebasan tanpa adanya tekanan/paksaan.

Mekanisme ini dalam penyelesaian sengketa di tingkat nagari tetap
memengang teguh prinsip “pihak mediator dalam sengketa rﬁemiliki niat
yang baik”. Pihak menengah hanya berada di tingkat tengah-tengah artinya
tidak memihak salah-satu pihak yang bersengketa.

Apabila telah menempuh penyelesaian di tingkat penegah, para
pihak yang bersengketa masih tidak puas atau tidak berhasil didamaikan,

29 Data wawancara dengan Pihak Masvarakat serta Pengurus Koperasi Cia Harapan Kecamatan
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maka sengketa yang demikian di berhentikan sementara waktu paling
lama enam bulan. Sedangkan objek yang mereka sengketakan berada
dibawah pengawasan pihak-pihak yang bersangkutan. Setelah enam bulan,
dilakukan kembali penyelesaian oleh pihak penengah yang keputusannya
mengikat dan bersifat final (tidak terbuka lagi peluang untuk mengajukan

upaya hukum).

4. Respon Pemerintah terhadap Penyelesaian sengketa yang Terjadi

Dalam menyeleksi data tentang penyelesaian sengketa atas lahan
perkebunan kelapa sawit dalam bentuk Perjanjian Kerja sama antara Pihak
PT Agro Sarimas Indonesia dan masyarakat di Kecamatan Kempas
Kabupaten Tembilahan Riau yang sekaligus menjadi fokus utama
pelaksanaan penelitian ini, maka fenomena yang muncul dalam proses
penyelesaian sengketa tersebut di lihat secara cermat dan sistematik.
Pemerintah merespon serta menganggap bahwa bentuk kerjasama tersebut
tidak mengalami permasalahan, namun dalam kenyataan permasalahan itu
muncul ketika areal perkebunan sudah membuahkan hasil dan masyarakat
beserta Pengurus Koperasi menuntut atas hasil perkebunan sekaligus
meminta hak atas perkebunan sesuai perjanjian yang telah disepakati pada
tahun 2003.

Dari hasil penelitian dan analisis, maka hal yang terdapat dalam
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a. Konflik mengenai tanah garapan antara masyarakat Kecamatan
Kempas Kabupaten Tembilahan Riau dengan PT. Agro Sarimas
Indonesia hingga saat ini tahun 2010 belum tuntas terselesaikan,
sehingpga permasalahan yang tersisa masih harus diperhatikan oleh
pihak Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk dicarikan
pemecahan (solusi) agar tidak terulang kembali dikemudian hari;

b. Latar belakang masyarakat Kempas Kabupaten Tembilahan Riau
menuntut bagi hasil atas tanah garapan PT Agro Sarima Indonesia
karena mereka merasa mempunyai hak atas tanah tersebut, yang
sekalian mempunyai nilai ekonomis juga memiliki nilai historis.
Karena belum adanya investor yang bergerak dibidang perkebunan
(PT.Agro Sarimas Indonesia) di wilayah tersebut merupakan bekas
ladang berpindah, dimana secara adat dan budaya, kepemilikan
tanah tersebut diakui oleh masyarakat adat. Selain itu, tanah
garapan merupakan sumber penghidupan;

c. Terjadinya konflik atas tanah garapan discbabkan adanya
perbedaan pandangan, dimana masyarakat merasa tanzh negara
yang dulunya merupakan hutan yang dibuka dan digarapnya
bertabun-tahun sebagai tempat berladang merupakan tanah
miliknya, yang telah di berikan kepada pihak PT Agro Sarimas
Indonesia dengan ketentuan bagi hasil setelah perkebunan sudah

membuabkan hasil. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sesuai
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hasilnya pihak PT tidak memberikan bagi hasil sesuai perjanjian
yang telah disepakatai pada tabun 2003;

d. Undang-undang Pokok Agraria, Pasal 27 ayat (1) menyatakan hak
milik dalam perkebunan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Namun kenyataannya sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang
mengatur masalah ini belum ada, khusunya sarana bagi masyarakat
untuk upaya perlindungan hukum yang ditempuh apa bila terjadi

konflik.

5. Analisis Penyeleszian Sengketa

Hasil yang dicapai dalam penyelesaian sengketa atas lahan
perkebunan seluas 18.500 Ha yang bentuk kerjasamanya dilakukan oleh
pihak masyarakat beserta Pengurus Koperasi Cita Harapan atas nama
kelompok tani dengan pihak PT Agro Sarimas Indonesia dapat dikatakan
belum mencapai hasil yang maksimal, karena bak rakyat dalam
pengelofaan dan pemanfaat hasil kelapa sawit hingga tahun 2010 belum
terlaksana. Kéberadaan hukum serta proses penyelesaian diatas selama ini
dianggap belum mampu memberikan sesuatu yang lebih jelas -dalam
penyelesaian sengketa secara adil.

Penyelesaian sengketa dapat dikatakan adil bagi masyarakat
ababila memenuhi syarat-syarat scbagai berikut:

a. Masyarakat beserta penguris Koperasi Cita Harapan sudah
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pihak PT Agro Sarimas Indonesia sesuai perjanjian pada tahun
2003.

b. Tidak ada lagi pihak yang dirugikan dalam pengelolaah dan

pemanfaatan hasil perkebunah kelapa sawit

¢. Masyarakat mendapatkan hasil ketika kelapa sawit sudah

membuahkan hasil. o -

Dilihat dari kenyataan tersebut diatas, belum sepenuhnya sesuai
dengan bentuk perjanjian kerja sama pembangunan perkebunan kelapa
sawit yang dibuat pada tahun 2003. Hal inilah yang melatar belakangi
masih terjadinya konflik di wilayah Kempas Kabupaten Tembil.;:lhan Riau.

Untuk menggagas kembali sebuah model mekanisme penyelesaian
sengketa alternatif di tingkat lokal, tentunya selain peradilan formal yang
berlaku sekarang wajib meninjau kembali sengketa yang dianggap adil
bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja sama di bidang
pengelolaan perkebunan kelapa sawit model intiplasma.

Sebelumnya sempat muncul kembali wacana untuk menghidupkan
sistim peradilan adat namun dilihat bahwa masalah sengketa lahan
perkebunan kelapa sawit dianggap dalam sckala besar. Bila peradilan adat
dijadikan sebuah pilihan, tentu saja perlu dikaji secara mendalam, serius
dan komprehensif bukan sekedar konsep yang tidak populis dan
kontekstual. Kecuali kita mau terjebak kembali pada konsep dalam tataran

wacana (dipermukaan saja) dan retorika yang lebih jauh. Setidaknya bila
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perangkat .dan infrastruktur pendukungnya yang kontekstual dan sesvai
dengan kondisi sosial dan budaya yang melekat pada aparat pelaksananya.

Bila dicermati ketika berlakunya Perda No. 9 tahun 2000,
keberadaan sarana penyelesaian konflik masih menjadi lembaga formalitas
belaka dalam penyelesaian sengketa di tingkat kabupaten. Peraﬁnya belum
menyentuh substansi yang diinginkan. Perilaku ini mencoreng wajah
pemuka hukum sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa
perkebunan yang terjadi di wilayah Kempas Kabupaten Tembilahan Riau

pada saat ini.

6. Hambatan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Atas Pengelolaan
Perkebunan
a. Hambatan mengenai perhitungan terhadap hasil pengelolaah kelapa sawit
Peristiwa konflik yang mengakibatkan tidak terimanya masyarakat
atas hasil perkebunan, membuat kesulitan pihak yang bersangkutan. Pihak
PT Argo Sarimas Indonesia sulit mentukan putusan berkaitan dengan bagi
hasil perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan masyarakat beserta
pihak Koperasi Cita Harapan menginginkan proses pembagian hasil yang
lebih cepat. Sementara pihak PT Agro Sarimas Indonesia masih
mengalami kerugian atas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang

terdiri atas sarana dan prasarana yang ada di perkebunan.*®
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Kesulitan dalam penyelesaian konflik perkebunan diatas yang
tidak kunjung terselesaikan hanya akan menjadi hambatan bagi kedua
belah pihak. Situasi ini ditambah runyam ketika tidak adanya kepastian

penyelesaian dalam kasus sengketa lahan perkebunan.

Kekecewaaan masyarakat tidak menutup kemungkinan marahnya
masyarakat Kempas Kabupaten Tembilahan Riau yang dilakukan oleh
para petani plasma merupakan ekspresi kekecewaan atas berlarut-larutnya
penyelesaian konflik yang mereka hadapi. Terlihat bahwasannya tanah
tidak dapat dipisahkan dari petani atau warga pedesaan. Setiap usaha
memisahkan tanah dari pemiliknya, cepat atau lambat akan menimbulkan
pergolakan. Ini menjadi gambaran kesulitan serta hambatan yang

mendasar dalam permasalah perkebunan kelapa sawit diwilayah tersebut.

Pola-pola “kemitraan inti plasma” belakangan sering menjadi
persoalan yang memicu konflik. Kemitraan yang awalnya dikampanyekan
akan mengentaskan kemiskian pada pelaksanaanya justru memiskinkan
rakyat, para petaiii plasma justru terjebak hutang tak berkesudahan sejak
tahun 2003. Sekitar puluhan petani dari beberapa desa di Kabupaten
Tembilahan Kecamatan Kempas tepatnya desa KM 8 yang memiliki lahan
18, 500 Ha hektare ini, sepakat membangun kemitraan dengan PT untuk

perkebunan kelapa sawit, namun kenyataanya tidak sesuai dengan
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b. Hambatan dalam membagi hasil perkebunan kelapa sawit yang menjadi

hambatan dalan proses kerjasama dalam pembangunan perkebunan

Tidak transparannya pihak perusahaan dalam pengelolaan
kerjasama kemitraan justru menyebabkan petani sebagai plasma terus
menjadi korban. Petani plasma yang hanya menerima 60% dari
keseluruhan lahan perkebunan kelapa sawit namun belum juga diberikan
oleh PT. Agro Sari Mas Indonesia, ini yang sekaligus memicu terjadinya

konflik dalam pengelolaan prkebunan kelapa sawit.

Perusahaan atau PT Agro Sarimas Indonesia yang diharapkan
membina petani plasma, justru memanfaatkan kekuvatan yang dimilikinya
untuk menciptakan hasil perkebunan yang akan di kuasainya. Inti menjadi
penentu harga untuk produk-produk yang dihasilkan petani plasma,
sedangkan para petani plasma hanya menjadi penerima harga karena

kemampuan dan daya tawar yang rendah.

Kekuatan dan privilege perusahaan inti sendiri sebenamya atas
bantuan dan fasilitas tertentu yang diberikan birokrasi pemerintahan.
Menariknya, pola inti-plasma ini juga sangat digemari oleh birokrasi,
politisi dan tentunya perusahaan swasta, karena di samping secara

ekonomis, menguntungkan, dan mudah dilaksanakan, juga secara politis
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Ketentuan diatas merupakan penghambat dari proses pembanguan
yang berkelanjutan dalam bidang perkebunan kelapa sawit tepatnya di

kecamatan Kempas Kabupaten Tembilahan Riau.

Hambatan lain diantaranya:

1. Hambatan yang terjadi dari pibak perkebunan terhadap sulitnya
melepaskan hasil laban garapan kepada masyarakat dengan
ketentuan bahwa buah kelapa sawit belum layak panen,
sementara masyarakat tetap bersikukuh terhadap perjanjian
kerja sama yang telah dibuat pada Tanggal 31 Juli 2003.

2. Hambatan yang terjadi dalam perhitungan bagi hasil yang pada
dasarnya belum jelas pengeluaran hasil yang dialokasikan oleh
PT Agro Sarimas Indonesia.

3. Sulitnya mencari jalan kelvar untuk penyelesaian sengketa

seiring menunggu waktu yang telah ditentukan oleh kedua
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